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PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR | TAHUN 2016

TENTANG

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG
PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS
BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1,

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Pasal
201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun
2011, perlu menetapkan Batas Jumlah Uang
Persediaan (UP), Pengisian kembali Uang Persediaan
(GU) dan batas penarikan tambahan uang persediaan
(TU) serta Mekanisme pembayaran atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2016;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1963 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352)
scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576), scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155) ;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemecrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014
tentang Perubahan Nama Kabupaten  Pontianak
Menjadi  Kabupaten  Mempawah Di  Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5556);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban
Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi
Intensif dan Dana Operasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 );

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015
Nomor 8 );




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG BATAS

JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN
KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS
PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU)
SERTA MEKANISME PEMBAYARAN ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

n

Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah;

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
Bupati adalah Bupati Mempawabh;

Uang Persediaan (UP) adalah Uang muka kerja yang bersifat
pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung;

Ganti Uang Persediaan (GU) adalah Pengganti uang persediaan
yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
Tambahan Uang Persediaan (TU) adalah Tambahan uang
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran
langsung dan uang persediaan;

Pembayaran Langsung (LS) adalah Pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat
perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah,
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Pasal 2

Sistem Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah meliputi :

a. Uang Persediaan (UP);

b. Ganti Uang Persediaan (GU);

c. Tambahan Uang Persediaan (TU),

d. Pembayaran Langsung (LS).




BAB II
JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP)
Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Mempawah menctapkan Batas Jumlah Uang
Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016.

(2) Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran

2016 scbagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Pengisian kembali uang persediaan atau ganti uang persediaan (GU)
dapat diberikan apabila Uang Persediaan telah terserap sekurang-
kurangnya 75 % dari jumlah yang ditetapkan.

Pasal 5

(1) Besaran tambahan uang persediaan (TU) dapat diberikan setinggi-
tingginya sama dengan jumlah uang persediaan yang ditetapkan
untuk masing-masing SKPD.

(2) Apabila kebutuhan tambahan uang persediaan (TU) melebihi
jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus dengan persetujuan tertulis Sekretaris Daerah selaku
Koordinator pengelolaan keuangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalnnrt Berita Daerah

Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di| Mempawah

Diungtangkan di Mempawah ada tanggal |A-t = 2016

pada\ts WA\, 20t . -

SERREYARITOLL RAI AR/ TON LAEMPAWAN BUPATI MEMPAWAH,
OCHRIZAL RIA NORSAN

BERITA DA (41 KABUPATEN LA PAWAN
TAHUN .22 10MOoR o e,



LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR < U RMUN 201y
TANGGAL 4 1= 2016
TENTANG  © BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), PENGISIAN KEMBALI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN BATAS PENARIKAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) SERTA MEKANISME

. PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2016

BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2016

Halaman : 1
TAKSIRAN BELANJA P DEFINITIF
" SRITIERIA ToTaLBeLaNuA - (TOTA B e | TCLANGsuNG | YANG DIBAVARKAN TAHUN ANGGARAN 2016
MELALUI UP
1 2 3 4 5 6 7
1 |DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN QLAHRAGA Rp 304.799 518 539.00 | Rp 272.829.154.839,00 | Rp 31.970.363.700,00 | Rp 9485.806.700,00 | Rp 800.000.000.00
2 [MANTOR PERPUSTAKALN DAN ARSIP DAERAH Rp 3.202.154.508,00 | Rp 2.158.631.208,00 | Rp 1.043523300,00 | Rp 823,193.300,00 | Rp 80.000 000,00
3 |DINAS KESEHATAN Rp 99.289 756 919,00 | Rp 28.138.243.869,00 | Rp 71.151.513.050,00 | Rp 14.803.780.570.00 | Rp 500.000.000,00
£ |RSUD Dr. RUSINI Rp 61.306 585.282,.00 | Rp 23.048.802.917.00 | Rp 38 257.782.365.00 | Rp 2.606.169.600,00 | Rp 210 000.000,00
5 |DINAS PEVERIZAN UM Rp 235573 857.993,00 | Rp 8.210.967.198,00 | Rp 227,362 830.800.00 | Rp 8017.533.000.00 | Rp 500 000 000,00
6 |B2PPEDA Rp 7.229.324.240,00 | Rp 3.427.429.040,00 [ Rp 3801.895.200,00 | Rp 2.662.760.200.00 | Rp 220.000 000,00
7 |ONES PERHUSUNGEN KEEUDAYALN DAN PARIWISATA Rp 11,298 407.196,00 | Rp 4,150632.495,00 | Rp 7.147.774.700,00 | Rp 2.334,99530000 | Rp 180,000 000.00
B |SADAN LINGYUNGEN HiDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA Rp 6.912.135.225.00 | Rp 2616546.725.00 [ Rp 4.295.588 50000 | Rp 1.041.030.00000 | Rp 90.000.000.00
S |DINAS FEPENDUDUKAN DEN CAPIL Rp 2528.550.440,00 | Rp 1.764.104.420,00 | Rp 764.446.000,00 | Rp 479.271.00000 | Rp 40.000.000,00
10 |EADAN ¥E PEMZ PERENPULN PEMIS MASY. DAN PEMDES Rp 10666 826.035.00 | Rp 3.922546.735,00 | Rp 6744.279.300.00 | Rp 2.972.310.100.00 | Rp 245.000.000.00
11 |DMAS SOZIEL, TEREGA FERJA DAN TRANSUIGRASI Rp 861601493800 | Rp 3.427.051.533,00 | Rp 5.188 961.400,00 | Rp 2.252.471.400.00 | Rp 180.000.000,00
12 |FANTOR PENANAMAN UO0EL DAN PELAYANAN TERPADY Rp 2.169.527.568.00 | Rp 1.509.406.568,00 | Rp 660.121.000.00 | Rp 6543.951.000.00 | Rp 55.000.000.00
13 |FANTOR SATUEN POUISI FEIAONTG PRAA Rp 5003911 467,00 | Rp 4.058.707 467.00 | Rp 945.204.000,00 | Rp 580.166 000,00 | Rp 55 000 000,00
14 |SEFRETARIAT DAERLH Rp 30263.125596,00 | Rp 9438.976.996,00 | Rp 20 824.146 600,00 | Rp 13,105,936 600,00 | Rp 1.100.000 000,00
15 |SEXRETARLT DPRD Rp 20231.480 549,00 | Rp 2041.667.549.00 | Rp 17.289.822.000.00 | Rp 11.553.276 000,00 | Rp 900 000 000,00
1€ |DPPYAD Rp 164.267 .922.722,00 | Rp 148.937.779572.00 | Rp 5330.143.150,00 | Rp 420421415000 | Rp 350.000.000,00
17 |PPESTORAT DAERAH Rp 4121466 546.00 | Rp 2.461.997.046.00 | Rp 1.659.469.500.00 | Rp 1.583 §44.500,00 | Rp 130 000 000,00
18 |BADAN FEPEGEWALN CLERAH Rp 961301164300 | Rp 278502649300 | Rp 6.827.935.150,00 | Rp 325161765000 | Rp 270000 000,00
13 |DIMAS PERTANEN PETERNAVAN, PERFEBUNEN DAN FEHUTANAN Rp 28 696 007.224.00 | Rp 8.079.250.324,00 [ Rp 20616.756.500,00 | Rp 2.177.386.400.00 | Rp 180.000 000.00
20 |ELDAN FETARANAN FANCAN DAN PELAF.CANA PENYULUH Rp 12.106 349 273.00 | Rp 968038187300 | Rp 2425 955 400,00 | Rp 1.834.250 400.00 | Rp 150 003 000,00
21 |DMAS PERIANEN DEN FELAUTEN Pp 10 674 533 200.00 | Rp 3,194.211.40000 | Rp 7.480 321.800,00 | Rp 1.471.789.300,00 | Rp 120.000 000,00
22 |DWAS PERNISTRIAN PERDAGANGAN FOPERASI, UM PERTAMEANGAN DN ENERGI | Rp 13 148 046 897,00 | Rp 3956179 397,00 | Rp 9.191 867.500,00 | Rp 229107550000 | Rp 190 000 000,00
JUMLAH | Rp 6.555.000.000,00




Halaman : 2

EERITA DAERAN YABUPATEN (TEMPAWAH

TAHUN..29% . notoR ...

TAKSIRAN BELANJA
TOTAL BELANJA TIDAK LANJA PAGU UP DEFINITIF
NO UNIT KERJA TOTAL BELANJA LANGSUNG T°f£ﬁ§§u~c AR D I ARIAN | TAHUN ANGGARAN 2014
ELALUIUP
1 2 J 4 1 ] T
KECAMATAN
1 [KECAMATAN MEMPAWAH HILIR Rp 3726 801697,00 | Rp 329099269700 | Rp 435809 60000 | Rp 369 769.600,00 | Rp 32000 000,00
2 |KECAMATAN MEMPAWAH TINUR Rp 2831932097,00 | Rp 240078249700 [ Rp 43114960000 | Rp 352.599600,00 | Rp 31.000 000,00
3 |KECAMATAN SUNGAI KUNYIT Rp 2238191 833,00 | Rp 1.758 37953900 | Rp 47981230000 | Rp 404.557.300,00 | Rp 35.000.000.00
4 [MECAMATAN SUNGAI PINYUH Rp 285953 251,00 | Rp 240964575100 | Rp 44988850000 | Rp 36692350000 | Rp 32.000.000,00
5 |KECAMATAN ANJONGAN Rp 2.350 685 001.00 | Rp 1.947.495301,00 | Rp 403.189.700,00 | Rp 334.704.700,00 | Rp 29.000.000,00
6 [MECAMATAN TOHD Rp 1.871002427,00 | Rp 1.482.957.127.00 | Rp 48804530000 | Rp 365.470.300.00 | Rp 32.000 000.00
7 |MECAMATAN S2DINIENG Rp 1.436 664 511,00 | Rp 1.003.957.511,00 | Rp 432.707.00000 | Rp 385.707 000,00 | Rp 33.500 000.00
B |KECAMATAN SEGEDONG Rp 1.781.347.303.00 | Rp 1.342.695.903.00 | Rp 438 650.400,00 | Rp 359.965 400,00 | Rp 31.500 000,00
9 [WECAMATAN SIANTAN Rp 2.184777.23200 | Rp 1.771692.132.00 | Rp 413.085.100,00 | Rp 354.960.100,00 | Rp 31.000 000,00
JUMLAH 1l Rp 287.000.000,00
KELURAHAN
1 |KELURAMEN TERUSAN Rp 366 934.200.00 | Rp 130.000.000,00 [ Rp 23693420000 | Rp 214.434.200.00 | Rp 18.500.000,00
2 |FELUSL=EN PEDALAMAN Rp 280 876.600,00 | Rp 103.200 000,00 | Rp 177.676.60000 | Rp 164.176 600,00 | Rp 14 000 000 00
3 |MELURAHAN TENG2H Rp 255 961.600,00 | Rp 111.800.000,00 | Rp 144.161 600,00 | Rp 144,161.600,00 | Rp 12.500.000,00
4 |FELURASEN TANJUNG Rp 252.241.600,00 | Rp 112.000.000,00 | Rp 14024160000 | Rp 122.241.600,00 | Rp 10.500000,00
5 |FELURLHAN PASIR WEN SAUM Rp 305.231.600,00 | Rp 125.600.000,00 | Pp 179.631.600,00 | Rp 158.331.600,00 | Rp 13 500 000.00
6 |MELUSAHAN SUNGAI PINYUH Rp 395.049.200,00 | Rp 137.600,000,00 | Rp 257.449.200,00 | Rp 228649 20000 | Rp 19.500 000,00
T | MELUSZHAN ANJUNGEN MELANCER Rp 286.179.600,00 | Rp 110.000.000,00 | Rp 176.179.600,00 | Ro 176.179600,00 | Rp 14.500 000,00
JUMLAH 1l Rp 103.000.000,00
TOTAL P
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